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Effort to organize street vendors conducted by the City of Manado rated yet able to provide maximum results in the effort to organize the city, increasing the infestation area and foster the creativity of the local economy. By him the necessary arrangement of vendors who carried through the arrangement of Human Resources, Organizational Structure and Design, and Culture or culture.
This study concluded that the arrangement of street vendors in the city of Manado has not been done properly by the arrangement of resources and vendors implementing agency, the lack of proper structuring strategies of Manado City Government and has not been supported by good work culture.
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PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi yang ditujukan pada pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, ditandai oleh mantapnya dasar demokrasi ekonomi yang menumbuhkan ekonomi rakyat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, sehingga pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga masyarakat di seluruh tanah air untuk menyumbangkan karyanya dengan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan.
Upaya bangsa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi akan makin mengecil karena pembangunan yang makin merata, sehingga penduduk miskin diharapkan akan dapat makin berperan serta dalam pembangunan. 
Perkembangan pembangunan ekonomi, termasuk yang terjadi di Kota Manado menarik untuk dikaji secara mendalam. Upaya pemerintah saat ini meningkatkan pelayanan publik dengan menjadikan sektor jasa perekonomian sebagai penopang pendapatan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan memberikan dampak pada perdagangan, industri, jasa-jasa, keuangan dan perbankan serta pertumbuhan penduduk dan penjamurnya pedagang kaki lima.
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia. Pedagang kaki lima timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi, bisa juga sebagai akibat dari kebijakan ekonomi liberal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dan mengabaikan ekonomi mikro. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat hingga tahun 2012 terdapat 23,4 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dan diperkirakan jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 30 juta pada tahun 2014.  
Pada tulisan yang di publikasikan oleh media on-line, pemerhati pedagang kaki lima Syamsu Hilal  mengemukakan  bahwa saat ini PKL dipandang sebagai aktivitas illegal dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi. 
Terbatasnya dukungan kebijakan, membuat sektor ini tidak aman dan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar. Fakta menunjukkan bahwa PKLmerupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota. 
Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi, karena menyediakan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Padahal setiap hari, mereka adalah pekerja yang ulet, berjuang untuk menghidupi keluarga. 
Upaya penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini dapat dikatakan belum memberikan hasil yang baik. Sebagaimana yang terjadi di masa kepemimpinan Walikota W. Frederik yaitu difaslitasinya pedagang kaki lima melalui pembangunan hangar di pusat kota/pasar 45. Sementara di masa kepemimpinan J.R Rogi pusat kota ditata dengan cara merelokasi pedagang kaki lima di Area Kawasan Kalimas. Akan tetapi sampai dengan saat ini pedagang kaki lima seolah-oleh kelihatan sebagai pelaku ekonomi kelas dua yang dibutuhkan pemerintah dan juga di musuhi oleh pemerintah. 
Upaya penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 dinilai belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam upaya menata kota, meningkatkan investasi daerah dan menumbuhkan kreativitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diarahkan pada penataan pedagang kaki lima sebagai strategi pengembangan kesejahtraan Kota Manado.

KAJIAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu yang oleh penulis dianggap banyak membantu dan dijadikan pijakan dalam memahami objek penelitian antara lain dari hadil penelitian yang dilakukan oleh : Londa (2014); Maarisit ( 2014) dan Areros (2014), ketiga penelitian terdahulu di atas dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif mengan menfokuskan permasalahan pada perilaku membuang sampah, implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus pada penataan pedagang kaki lima. 
Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan. Dalam Albrecht, (1983) menyatakan bahwa kata “kelembagaan” menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap yang hidup di dalam masyarakat. Penataan organisasi dalam hal ini merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan teori mengenai penataan organisasi antara lain adalah pengembangan keorganisasian (organizational development) yang merupakan salah satu proses perubahan keorganisasian. 
Dalam rangka pengembangan keorganisasian, apabila menghadapi tantangan yang ditimbulkan karena perubahan keorganisasian, maka tindakan yang perlu diambil sebaiknya jangan dilaksanakan secara sepotong-sepotong. Agar berhasil, maka perubahan perlu dilaksanakan secara menyeluruh pada semua dimensi organsiasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Hellriegel dan Slocum (2004:581) bahwa systems model of change adalah model that describes the organization as six interacting variables (people, culture, task, technology, design, and strategy) that could serve as the focus of planned change. Model perubahan dari sudut pandangan sistemik tersebut melukiskan sebuah organisasi sebagai hal yang mencakup enam komponen yang saling berinteraksi, yang dapat dimanfaatkan sebagai fokus dari perubahan terencana yaitu manusia, kultur, tugas-tugas, teknologi, desain dan strategi. Perubahan yang terjadi pada komponen tertentu dapat menyebabkan timbulnya perubahan pada satu atau lebih komponen lainnya.
Berdasarkan pemikiran dari Hellriegel dan Slocum (2004 : 581) diatas maka dimensi-dimensi yang berkaitan dengan penataan organisasi terdiri dari 6 (enam) yaitu : Manusia (Sumber Daya Manusia); 2. Tugas (deskripsi kerja); 3. Strategi; 4. Struktur dan Desain Organisasi; 5. Teknologi dan 6. Kultur (budaya). Kaitannya dengan konsep pedagang kaki lima sebagaimana yang dikemukakan oleh  Hamit dalam Prasetyo (1994:55) bahwa Pedagang kaki lima resmi adalah tempat usahanya mendapat izin dari pemerintah daerah dengan SK Gubernur. Pedagang kaki lima terkendali adalah pedagang kakilima yang menempati areal yang diizinkan oleh Pemerintah atau pertimbangan potensi daya dukung lingkungannya. Kakilima liar adalah kakilima yang tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Dengan memahami beberapa konsep diatas, terlihat dengan jelas bahwa pedagang kaki lima berkaitan dengan aktifitas perekonomian/perdaganagn yang dialukan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun teroranisis dalam suatu area tertentu baik di dalam aktivitasnya disetujui ataupun tidak disetujuai oleh pemerintah.   

METODE PENELITIAN
Didalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif. Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian. Penulis memandang perlunya suatu metode epistimologis yang mampu melahirkan teori dari kombinasi antara perspektif yang diteliti dan dari perspektif peneliti sendiri, lebih melalui pendekatan emik, seperti halnya paradigma penelitian kualitatif. Harapan tersebut dapat terpenuhi melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sebagaimana adanya menurut persepsi dan pandangan dari semua komponen pada penataan pedagang kaki lima di Kota Manado yang didukung dengan referensi teori yang ada, yang dibangun dalam kajian pustaka dan analisis hasil penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam kalitannya dengan penataan pedagang kaki lima sebagai stretegi pengembangan sejahtera Kota Manado analisis penataan pedagang kaki lima pada penelitian ini difokuskan pada Manusia (Sumber Daya Manusia); Strategi; dan Kultur (budaya). Pedangan Kaki Lima yang disingkat dengan PKL merupakan masyarakat yang dalam aktivitas kesehariannya melakukan usaha perdagangan aktifitas perekonomian/perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun teroranisis dalam suatu area tertentu baik di dalam aktivitasnya disetujui ataupun tidak disetujuai oleh pemerintah.  Pedangan Kaki Lima yang dalam penelitian ini sebagimana berada di seputaran Pasar 45 yang dikenal dengan Pusat Kota Manado oleh peneliti dibagi dalam kawasan Kalimas, Kawasan Taman Kesatuan Bangsa, Kawasan Patung Worang.
Dari penelitian yang dilakukan diberoleh data bahwa sebagian besar pedagang yang berprofesi sebagai PKL adalah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMA kebawah. Usaha yang dilakukan merupakan usaha turun temurun dari orang tua dan kakek nenek mereka sehingga kegiatan berjualan di pusat kota telah dianggap sebagai bagian dari aktivitas kehidupan untuk menopang perekonomian keluarga mereka.
Memperhatikan tingkat pendidikan yang ada, menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang rendah maka pola pikir, sikap dan perilaku para pedagang kaki lima sangat berbeda dengan masyarakat pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Pedangan Kaki Lima yang ada di Pusat Kota Manado sebagian besar mengandalkan pengalaman berjualan sebagai warisan turun temurun dan bahkan ada yang melakukan aktivitas pedangan karena tidak memiliki keahlian dan modal yang lebih besar.
Kebijakan penataan Pedangan Kaki Lima yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 lebih kepada penertiban kota sehingga melalui kebijakan ini memandang Pedangan Kaki Lima sebagai kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Manado. Penataan organisasi pedagang kaki lima jika menggunakan peraturan tersebut diatas menjadikan Pedangan Kaki Lima sebagai penduduk kota yang tidak memandang unsure manusia yang perlu dilindungi.
Pada situasi Pedangan Kaki Lima yang dari tingkat pendidikan yang kurang mengharukan adanya upaya yang baik dari Pemerintah Kota Manado melalui aparat yang ada untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang mampu mengayomi masyarakat yang dilayaninya dengan memberikan penjelasan yang tepat dan berkominikasi dengan baik kepada Pedangan Kaki Lima. Hal tersebut akan menunjukkan tingkah laku dan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan keprofesionalan, yang mana kesemuanya sangat berperan terhadap mewujudkan produktivitas individu, kelompok dan organisasi. 
Olehnya upaya penataan Pedangan Kaki Lima di Kota Manado dari aspek sumber daya manusia perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia baik dari Pedangan Kaki Lima maupun dari pemerintah melalui personil yang dimiliki oleh Satiuan Polisi Pamong Praja. Penataan Pedangan Kaki Lima pada sumber daya Pedangan Kaki Lima perlu dilakukan dengan memberikan fasilitas keterampilan dalam mengelola usaha perdagangan melalui program Pemerintah Kota Manado di Dinas Perindusterian dan Perdagangan serta pada Koperasi dan UMKM.
Penguatan pengetahuan tentang pengelolaan usaha yang baik kepada Pedangan Kaki Lima memberikan tambahan pengetahuan kepada Pedangan Kaki Lima dalam mengelola usaha termasuk didalamnya memilih tempat usaha, memasarkan produk dan kemampuan mengembangkan usaha yang ada. Sementara itu penguatan pengetahuan untuk penataan Pedangan Kaki Lima dari aparat pada Satuan Kerja Polisi Pamong Praja dilakukan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa mereka para aparat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Aparat sebagai pelayan sehingga penataan Pedangan Kaki Lima tidak dilakukan secara kasar, anarkis dan semena-mena. Dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman yang demikian memudahkan proses komunikasi diantara kelompok baik Pedangan Kaki Lima maupun Pemerintah Kota Manado dalam menata kota termasuk menata Pedangan Kaki Lima.
Strategi adalah proses perencanaan organisasi yang terdiri dari kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan keorganisasian dan dipersiapkannya rencana-rencana spesifik guna mencapai, mengalokasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya dalam upaya mencapai tujuan-tujuan organisasi.Pemahaman akan srategi dalam penataan Pedangan Kaki Lima tidak dapat dipisahkan dengan konsep manajemen stategis. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah: 1). Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman; 2). Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan; dan 3). Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.
Tugas dari manajemen strategis adalah selalu mencari dan merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis ialah konflik  di antara berbagai kekuatan atau konflik antara nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan. Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. 
Penataan Pedangan Kaki Lima dengan memperhatikan pola pengembangan Kota Manado yang saat ini sebagai kota jasa, kota ekowisata memerlukan straregi yang tepat. Pedangan Kaki Lima sebagai salah satu sektor usaha perekonomian masyarakat Kota Manado yang turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah melalui sector retribusi daerah dan dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Langkah penataan Pedangan Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dengan memindahkan Pedangan Kaki Lima dari Pasar 45 ke kawasan Kalimas di kompleks pelabuhan Manado sebagai penataan Pedangan Kaki Lima yang kurang tepat. Hal ini oleh para informan Pedangan Kaki Lima dan Asosiasi Pedangan Kaki Lima dianggap sebagai kebijakan yang hanya mengejar popularitas tanpa memperhatikan aspek mata pencaharian masyarakat dan unsure kemanusiaan.
Penataan Pedangan Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002  tidak tepat untuk dilakukan sebagai landasaran penataan  Pedangan Kaki Lima. Relokasi yang dilakukan dari Pusat Kota ke Kalimas tidak memperhatikan jumlah Pedangan Kaki Lima, letak lokasi dan keterseediaan sarana dan prasarana pendukung. Penggusuran telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado sementara Kawasan Kalimas belum siap untuk menampung Pedangan Kaki Lima yang direlokasi. Upaya penataan Pedangan Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dianggap tidak mampu mengangkat para Pedangan Kaki Lima menjadi pelaku usaha yang professional sehingga penataan yang dilakukan tidak merubah citra Pedangan Kaki Lima sebagai pedagang yang menjadi musuh pemerintah, usaha yang serabutan, lokasi berjualan yang tidak layak dan lain sebagainya. 
Penataan Pedangan Kaki Lima perlu dilakukan melalui perencanaan strategi yang matang dengan melibatkan semua komponen terkait. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Pedangan Kaki Lima ditemukan bahwa pada dasarnya para Pedangan Kaki Lima mau untuk di tata dan mau mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado dengan pertimbangan memberikan fasilitas yang layak kepada Pedangan Kaki Lima untuk melakukan aktivitas usaha. Pedangan Kaki Lima mengharapkan adanya lokasi relokasi yang layak bukan seperti di kawasan Kalimas yang tidak layak, kumu, berbecek dan lapaknya tidak mampu menampung Pedangan Kaki Lima yang ada. 
Wawancara yang dilakukan dengan sejumlah Pedangan Kaki Lima dengan melemparkan wuatu wacana dibuatkannya Mall Pedangan Kaki Lima, para infoman sangat antusias menanggapinya. Bahkan dari wawancara yang dilakukan ada Pedangan Kaki Lima menyatakan dengan senang hati di relokasi oleh Pemerintah Kota Manado. Strategi penataan Pedangan Kaki Lima melalui wacana pembangunan Mall Pedangan Kaki Lima dianggap sebagai suatu langkah baik guna menjadikan Pedangan Kaki Lima sebagai pelaku usaha yang professional, penataan oleh pemerintah yang manusiawi yang mampu mengangkat derajat hidup para Pedangan Kaki Lima. Strategi penataan melalui pembangunan kawasan perbelanjaan seperti Mall Pedangan Kaki Lima memang akan sangat berbeda dengan Mall – Mall yang telah ada saat ini seperti Bahu Mall, Mantos dan Mega Mall maupun Mall yang lain yang ada di Kota Manado saat ini. Akan tetapi stretegi pembangunan Mall khusus bagi Pedangan Kaki Lima merupakan langkah tepat dalam menata kota, memfokuskan pusat – pusat perbelanjaan, mengurangi kemacetan kota, mengatasi masalah persampahan sampai dengan mengangkat citra diri Pedangan Kaki Lima sebagai pelaku usaha perdagangan yang professional dan mandiri. 
Dalam melaksanakan pekerjaan didalam suatu organisasi kultur memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap gaya suatu organisasi begitu juga dengan birokrasi publik. Seperti yang dikatakan oleh Edgar H. Schein (1992 :12) kultur merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok  dalam suatu organisasi  sebagai alat untuk memecahkan masalah  terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal, dan telah terbukti sahih, dan oleh karenanya diajarkan kepada para anggota organisasi yang baru sebagai cara yang benar  untuk mempersepsikan, memikirkan dan merasakan dalam kaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi itu. 
Kultur (budaya) merefleksi keyakinan-keyakinan bersama (shared beliefs), nilai-nilai, ekspektasi-ekspektasi dan norma-norma para anggota keorganisasian. Siagian (2002:188) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah kemauan, kemampuan, dan kesediaan seseorang menyesuaikan perilakunya dengan budaya organisasi, mempunyai relevansi tinggi dengan kemauan, kemampuan, dan kesediaannya meningkatkan produktivitas kerjanya. 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 nomor 1 dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Limayang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Penataan dengan merpedoman pada kebijakan inilah yang seharusnya menjadi budaya kerja yang dilakukan.
Budaya pada penataan Pedangan Kaki Lima sebagai sebuah langkah dalam merubah cara pandang baik Pedangan Kaki Lima itu sendiri, pemerintah dan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang disebut Pedangan Kaki Lima. Budaya dalam hal ini ditekankan pada budaya pengelolaan usaha yang benar dengan memperhatikan ketertiban, keindahan keamanan dan kenyamanan kota, budaya atau kebiasaan dalam memandang pedagang kaki lima sebagai pedagang kelas dua yang hanya memiliki market masyarakat miskin, barang yang diperdagangkan sebagai bahan kualitas rendah.
Budaya pada penataan pedagang kaki lima yang tepat dan benar menjadikan pedagang kaki lima sebagai kelompok pelaku usaha yang benar, penopang perekonomian daerah dan mitra pemerintah. Sehingga upaya untuk mencapat kesejahtraan masyarakat khususnya masyarakat pedagang kaki lima akan dengan mudah di capai. Sebab langka perbaikan pengelolaan usaha melalui perubahan cara pandang, pengelolaan usaha dan memberiukan ruang yang baik dan benar dalam mengelola usaha menjadikan pedagang kaki lima nyaman dan tenang berjualan, masyarakat akan merasa nyaman dan aman berbelanja sehingga tingkat kesejahtraan masyarakat akan dapat dicapai melalui hasil usaha yang diperoleh mereka. Penataan pedagang kaki lima juga berkaitan dengan budaya kerja melalui pelaksanaan  program kerja yang tepat dari pemerintah Kota Manado melalui budaya kerja yang benar yang dilakukan oleh instansi terkait sehingga penataan dapat dilakukan dengan benar dan tidak menyengsarakan masyarakat dan pedagang kaki lima.

PENUTUP
Didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan pedagang kaki lima di Kota Manado belum dilakukan dengan baik dan benar melalui penataan sumber daya pedagang kaki lima dan aparat pelaksana, belum adanya strategi penataan yang tepat dari Pemerintah Kota Manado serta belum didukung dengan budaya kerja yang baik.  Penataan pedagang kaki lima saat ini lebih kepada penataan untuk mendukung peningkatan ketertiban kota bukan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penelitian ini menyarankan untuk melakukan pelatihan keterampilan pengelolaan usaha kepada pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Koperasi dan UMKM, memberikan pemahaman kepada Aparat Polisi Pamong Praja bahwa mereka sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat yang memiliki kewajiban melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, menetapkan stretegi perencanaan penataan pedagang kaki lima seperti membangun kawasan Mall PKL, menghindarkan budaya anarkis kepada Aparat Polisi Pamong Praja dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dan memperkuat komunikasi organisasi dalam menyamapak persepsi antar Pemerinta Kota Manado, Asosiasi pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima dalam program penataan pedagang kaki lima.
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